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PERJANJIAN KEJASAMA ANTARA BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA DENGAN PEMERINTAH KOTA

TIDORE KEPULAUAN TENTANG PROGRAM BAKUGASA ASN NETRAL

ABSTRAK - Bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pencegahan Pelanggaran
terhadap Netralitas ASN dilingkugan Pemerintah Kota Tidore
Kepulauan maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut
Pihak Pertama dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan selanjutnya
disebut Pihak Kedua bersama-sama bersepakat mengikatkan diri
dalam perjanjian kerjasa tentang program BAKUGASA ASN NETRAL .

- Dasar Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini
adalah : UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 5 Tahun 2014 dan UU No. 23
Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2015 Sebagaimana terakhir diubah
dengan UU No.6 Tahun 2020.

- Dalam Perjanjian Kejasama Antara Bawaslu Provinsi Maluku Utara
dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tentang program
BAKUGASA ASN NETRAL dengan batasan istilah dalam
pengaturannya. Selanjutnya diatur bahwa Perjanjian Kerjasama ini
mencakup pertukaran data dan/atau informasi serta pelaksanaan
rangkaian program pencegahan pelanggaran terhadap Netralitas
ASN. Adapun pertukaran data dan/atau informasi berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan rangkaian
program pencegahan meliputi kegiatan forum BAKUGASA,
Diseminasi, Webinar, Penyediaan Lamanan Informasi, Podcast dan
bentuk sosialisasi lainnya. Struktur Tim Pelaksana meliputi Tim
Efektif dan Tim Eksternal. Selanjutnya diatur mengenai Hak dan
Kewajiban Para Pihak, Sosialisasi Program, Penanggung Jawab, Masa
Berlaku Perjanjian selama 2 (dua) tahun terhitung sejak
ditandatangani dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan

CATATAN : - Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani
pada tanggal 01 Juni 2021.

- Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan
perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam
perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam
Amandemen yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.






